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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama Negara dan GMIT (melalui
Yupenkris) dalam hal penempatan guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT yang ada
di Kabupaten Rote Ndao.Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana dinamika dan relas
tersebut sertadampaknya, secaradeskriptif, padaeksistens SD GMIT yang adadi Kabupaten
Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan in-depth
interview yang didukung oleh observasi, dokumentas dan triangulasi.Datadiperoleh dari 8
SD GMIT di Rote Ndao, dianalisisdengan moddl analisisMiles& Huberman. Hasil penelitian
menunj ukkan bahwa penempatan guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote
Ndao, secaramutlak, hanyadiketahui oleh Negara(melalui DinasPendidikan). Hasil penelitian
jugamenemukan bahwapada SD GMIT di Rote Ndao samasekali tidak terdapat guru Yayasan.
Bahkan lebih dari itu, baik dana pendidikan, tenaga pendidik maupun kependidikan adal ah
berasal dari Negara. Hasil-hasil inimenempatkan SD GMIT di Rote Ndao pada status quasi-
state school dimana SD GMIT adalah milik GMIT akan tetapi semua operasional (subsidi

pendidikan dan sumber daya manusia/guru) selalu bergantung pada Negara.

Katakunci: Negara, GMIT, Guru PNS yang diperbantukan, Eksistensi SD

PENDAHULUAN

Negaradan Gergadalam ha subyeknya
mempunyai kesamaan yakni warganegara
(Sulasmono, 2010:17). Kesamaan dalam hal
subjek, menurut Darmaputera (1994:16) me-
nyebabkan adabidang-bidang kehidupan yang
selain diatur oleh Gereja juga diatur oleh
Negara, salah satunya adalah di dalam bidang
pendidikan.

Dalam uraian Pasad 9 Undang-Undang
Sisdiknas memberikan gambaran deskriptif
bagai-mana Negara melibatkan masyarakat
dalam hal pendidikan seperti yang dijabarkan
bahwa “masyar akat ber kewajiban memberikan
dukungan sumber daya dalam penyeleng-
garaan pendidikan”. Hal ini dipertegas oleh

Cully (2009:3) yang membagi masyarakat
berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan
pendidikan ke dalam dua kategori yakni
masyarakat Budaya (Negara) dan masyarakat
Gerga.

Keterlibatan masyarakat Gergja dalam
pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai
bentuk organisasi. Akan tetapi, bentuk
organisasi yang lazimialah berbentuk Yayasan
Pendidikan Kristen yang biasanya didirikan
oleh orang perorangan maupun oleh Sinode
(Sulasmono, 2010:18)

Di Kabupaten Rote Ndao, NusaTenggara
Timur (NTT), keterlibatan masyarakat Gergja
dalam pendidikan ditunjukkan dengan pendirian
Sekolah Swasta Kristen yang lebih dikenal
dengan nama Sekolah GMIT yang berada di
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bawah naungan Sinode Gerga Masehi Injili
di Timor (GMIT) melalui Yayasan Usaha
Pendidikan Kristen (Yupenkris) dimanahingga
saat ini terdapat sembilan belas (19) SD
GMITdan satu (1) SMA Krigen (Mdi, 2003
dalam Darmaningtyas, 2006: Laporan Tahunan
Majelis Yupenkris GMIT, 2012).

Keberadaan SD GMIT yang adadi Rote
Ndao menyebabkan terjalinnya kerjasama
antaranegaradan GMIT dalam ha pengelolaan
persekol ahan dengan adanya penempatan guru
PNS yang diperbantukan pada SD GMIT yang
ada di Rote Ndao. Kurniawan (2011), men-
jelaskan bahwa pentingnya kerjasama ini
disebabkan guru merupakan salah satu kom-
ponen pendidikan yang sangat strategis dan
banyak mengambil peran di dalam proses pen-
didikan secara luas khususnya dalam pen-
didikan persekolahan.

Hd ini dipertegasoleh Supriyoko (2011),
bahwa penempatan guru PNS pada Sekolah
Swasta, secara ideologi, merupakan wujud
peng-hargaan Negarakepadapihak swastaatas
perjuangannyadal am bidang pendidikan serta,
secara teknis, bertujuan untuk pemerataan
kualitas pendidikan.

Sirait & Tri (2003:71) melaporkan
bahwa, di satu sisi, penempatan guru PNS
bermanfaat untuk kel angsungan sekolah swasta
Kristendi NTT. Akantetapi, bersamaan dengan
itu pula, memunculkan kasus dimanaYayasan
Pengelola kehilangan grip terhadap sekolah-
sekolah yang didirikannya. Di samping itu,
tidak jarang pula muncul bargaining power
oleh negaradisebabkan oleh dominannyaguru
PNS yang diperbantukan pada sekolah swasta
Kristendi NTT.

Oleh karenaitu, pendlitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan bagamanakerjasama,
relasi dan dinamika antara negara dan GMIT
dalam hal penempatan guru PNS yang
diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao.
Lebihlanjut, penditian ini jugabertujuan untuk
menjabarkan dampak kerjasama dalam hal
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penempatan guru PNS yang diperbantukan,
secara deskriptif, terhadap eksstens SD GMIT
di Rote Ndao.

TINJAUAN PUSTAKA

Redas Negaradan Gergadalam Pendidikan
di Indonesia

Relas antara Negara dan Gergja dalam
pendidikan di Indonesia, dimula ketikabangsa
Portugis mel akukan kegiatan perdagangan dan
mendirikan sekolah seminari (Dirjen Bimas
Kristen Protestan, 1982:4; Soemanto &
Soeyarno, 1983:35; Sirait & Tri, 2003:23).
Model persekolahan ini kemudian dilanjutkan
oleh VOC dan Pemerintah Belanda ketika
berkuasa di Indonesia (masa itu, Indonesia
dikena dengan namaHindiaBelanda) dengan
diperbolehkannyazending (lembagapekabaran
Injil) mendirikan sekolah-sekolah swasta
Kristen di Indonesia yang dominan banyak
terletak di kawasan Indonesia Timur seperti di
Pulau Ambon (1607) dan Pulau Timor (1710)
(Suminto, 1986:4; Supriadi, 2005; Azra,
2008:125).

Dengan adanya Politik Etis yang
diprakarsai oleh Van Deventer, sekolah swasta
untuk mendidik kaum pribumi mulai didirikan
di Jogjakarta, Kebumen, Purbaingga, Gombong
(1913), Purworgjo (1915), Magelang (1916),
Purwakerto, Klaten, Sragen, Wates dan
Surakarta(1921) (Wolterbeek, 1995:202 dalam
Sulasmono, 2010:61)

Suminto (1986:4) menjabarkan bahwa
redlitas keberadaan sekolah swasta Kristen di
Indonesia, tidak terlepas dari relasi antara
Negaradan Gerejalzending dimanapendidikan
digunakan sebagai misi pekabaran Injil dengan
fungs ganda dimana selain berfungsi sebagai
kersteningpolitiek (politik kristenisasi) juga
berfungsi untuk meminimalisir bahkan meng-
hilangkan pemberontakan yang disebabkan
oleh kaum Islam fanatik di Indonesia.

Saat Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya, Pancasila khususnya di
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dalam sila “KeTuhanan Yang Maha Esa”
menjadi dasar utama sekolah swasta Kristen
di Indonesiatetap eksis. Sulasmono (2010:21)
menjabarkan bahwa didalam sila KeTuhanan
Yang Maha Esa mengandung arti bahwa:
a. Negaralndonesiabukan NegaraAtheis
b. Negara Indonesia bukan Negara
Agama
c. Di dalam Negara Indonesia terjalin
relasi berbentuk pembedaan fungsi
dalam semangat kerjasama antara
Negara dan Agama

Artiandi atas, menjadi topangan Yayasan
Pendidikan yang berorientasi Agama di
Indonesia dalam mengelola sekolah swasta
dengan ciri khas agama masing-masing se-
hingga sekolah-sekolah Swasta Kristen tetap
menjal ankan persekolahannyadengan ciri khas
dalam semangat kerjasamanegaradan Gergja.

Sekolah-sekolah swastaKristen yang ada
di Indonesiasaat ini, sebenarnya merupakan
sekolah-sekolah Swasta Kristen warisan
zending yang tergabung Schoolraad voor
Christeljke Scholen in Netherlandsch Indie
sgjak tahun 1934 yang dikemudian hari, setelah
Proklamasi Kemerdekaan, diganti menjadi
Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK)
(Soemanto & Soeyarno, 1983:141; Sirait & Tri,
2003:22)

Penempatan Guru PNSyangdiperbantukan
pada Sekolah Swasta

Kebijakan penempatan guru PNS yang
diperbantukan pada sekolah swasta, menurut
Suminto (1986:61), sebenarnya sudah ber-
langsung sgjak pemerintahan kolonial Belanda
menerapkan peraturan ordonans sekolah liar
yang mana pada pasal dua (2) menjabarkan
bahwa: “sekolah swasta pribumi hanya bisa
dididik/digjar oleh guru yang berasal dari
lulusan pemerintah (Negara) ataupun dari
sekolah swastayang bersubsidi dari pemerintah
(Negara)”

Di Indonesia, pemenuhan tenagapendidik
dan kependidikan,saat ini, diatur dalam
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dimanaPasal 24 ayat 1, 2 dan
3 bermakna bahwa pemerintah baik Pusat,
Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib
memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah,
kualifikas akademik maupun dalam kompe-
tensi secara merata guna menjamin keber-
langsungan satu satuan pendidikan; sedang
padaayat 4 mengatur keberadaan sekolah yang
didirikan olen masyarakat sebagai berikut:

“Penyelenggara pendidikan atau

satuan pendidikan anak usiadini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah yang

diselenggarakan oleh masyarakat

wajib memenuhi kebutuhan guru-

tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi

akademik, maupun kompetensinya

untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan”

Pernyataan tersebut menjel askan bahwa
baik pemerintah (Pusat, Provins dan Kabu-
paten/Kota) maupun masyarakat mempunyai
peranan dalam ha pemenuhan Guru dalam
menjamin keberlangsungan satu satuan
pendidikan. Sedangkan, Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
mengatur secarakhusus mengena pemenuhan
guru baik dalam jumlah, kualifikas akademik
maupun dalam kompetensinya.

Eksistens Sekolah SwastaKristen

Negarabertanggung jawab dalam penye-
lenggaraan pendidikan bagi warga negaranya.
Hak untuk memperoleh pendidikan mewajib-
kan negara untuk memfasilitasinya. Negara
tidak boleh membedakan antara swasta dan
negeri (Sirait & Tri, 2003:78-79).

Di Belanda, eksistens sekolah swasta
Kristen didukung penuh oleh pemerintah
dengan membiayai secara langsung tenaga
guru swasta oleh negara, sedangkan negara
menggunakan ujian negara sebagai kontrol
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mutu pendidikan (Karel & Boudewijn, 1990
dalam Brummelen, 1993). Berbeda halnya di
Prancis, eksistens sekolah swastaKristen akan
didukung oleh pemerintah apabila sekolah
swastaKristen bersediabersifat sekuler sehingga
memunculkan sekolah swasta “quasi-state
school”” (sekolah semi negeri) dimanasekolah
swastaKristen - dominannyasekolah Katolik-
lebih memilih mempertahankan eksistensi
sekolahnya walau tanpa bantuan pemerintah
(Geoffrey, 1989:133; Frances, 1987 dalam
Brummelen, 1993).

Di Swedia, PBB pernah mengecam
praktik pendidikan dimana negara membeda
kan antara sekol ah negeri dibandingkan dengan
swasta dimanasekolah negeri diberi kemudah-
an dalam bentuk kebijakan dan fasilitas-
fasilitas pendidikan baik untuk siswa maupun
guru negeri. Hal yang samajugapernah dialami
oleh Indonesiaketikanegaraberadapadamasa
pemerintahan Orde Baru (Sirait & Tri,
2003:79).

K eberadaan sekolah swastadi Indonesia,
telah ada sejak kolonialisme Belanda dan
dikenal dengan nama “sekolah liar” dimana
semakin meningkat ketika Belanda meng-
hadapi kondisi krisisekonomi padatahun 1880.
Lulusan dari “sekolahliar” tidak dapat diterima
di kantor-kantor pemerintahan apabila tidak
mampu memenuhi ordonans sekolah liar yang
mulal diberlakukan pada tanggal 1 Oktober
1932 yang manadi dalamnyaberis tigaaturan
pokok yakni:

a. Sebelum memperoleh ijin tertulis dari
pemerintah, suatu lembaga pendidikan
yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh
dana pemerintah tidak dibenarkan
memulai aktivitasnya;

b. hanya lulusan sekolah pemerintah atau
sekolah swasta bersubsidi yang dinilai
baik oleh pemerintah berhak mengajar
di sekolah ini;

c. Ordonang ini tidak berlaku bagi lembaga
pendidikan agama(Suminto, 1986:58-61).
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Pasca kemerdekaan Indonesia, redlitas
eksistens sekolah swastaKristen diwarnal oleh
pengaruh dari faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal didominasi oleh
kegagalan manajemen sekolah atau Y PK
dalam menjalankan fungs maupun merespon
perubahan yang ada sertakurangnyadayasaing
YPK baik dalam dana maupun strategi
bertahan dalam menghadapi booming sekolah
Swasta maupun negeri yang bermunculan
dengan segala fasilitas dan perlengkapannya
(Kusyadi, 1989; Widihandojo, 2000 dalam
Sulasmono, 2010; Slameto & Wasitohadi,
2000:1).

Roti Island

Sumber: www.indonesi atraveling.com (2013).
Datalokasd SD GMIT di Roteditambahkan oleh penulis (2013)

Sedangkan, faktor eksternal disebabkan
hubungan pemerintah/kekuasaan politik
dengan sekolah swasta Kristen dari segi
kebijakan pendidikan (Sulasmono, 2010:69).
Sirait & Tri (2003:79) menjelaskan faktor
redlitas faktor eksternal ini dimana seringnya
pemerintah cenderung menggunakan sistem
pendidikan sebagai alat untuk mendiskri-
minasikan ras, agamadan kel ompok-kel ompok
minoritas serta kelompok-kelompok rentan
lainnya.

METODE

Penelitianini dilakukan padadel apan (8)
SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao. Delapan
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SD GMIT yang dimaksudkan adalah SD GMIT
Netenain, Oetutulu, Oemaulain, Oesamboka,
Maku, Soka, Naonadale, dan Oelunggu.
Penelitianini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpul-
an data in-depth interview yang didukung
dengan observasi, dokumentasi serta tri-
angulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relas antara negara dan GMIT pada SD
GMIT di RoteNdao

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
antara Negara dan Gergja (GMIT) terdapat
relas dalam hal penempatan guru PNS yang
diperbantukan pada pengelolaan SD GMIT
yang ada di Rote Ndao. Relas tersebut, saat
ini, didominasi oleh negara, dimana secara
mutlak, pada SD GMIT di Rote Ndao sudah
tidak terdapat satupun guru Yayasan. (Laporan
Data Inventaris SD GMIT Kabupaten Rote
Ndao tahun 2013 dan wawancara dengan
Mama Manno pada tanggal 27 Juni 2013).
Penempatan guru PNS yang diperbantukan
pada SD GMIT di Rote Ndao pun sudah tanpa
pemberi-tahuan kepada pihak GMIT —melalui
Yupenkris- (Wawancaradengan Benjamin Keo
padatangga 18 Juni 2013). GMIT jugasudah
tidak ambil peduli lagi mengenai perkembang-
an dan nasib guru PNS yang diperbantukan
pada SD GMIT yang ada (Wawancara dengan
Sarah Giri padatangga 27 Juni 2013).

Dominannyaguru PNS yang diperbantu-
kan pada SD GMIT di Rote Ndao dimulai
ketika negara, pada masa pemerintahan Orde
Baru, melakukan pengontrolan secara ketat
persekolahan swasta serta lebih dianak emas-
kannyasekol ah Negeri/Inpres sehinggamenim-
bulkan kesan bahwa pendidikan hanyalah
merupakan urusan negara sgja sedangkan
stakeholder dan elemen masyarakat gergja di
dalam GMIT dipisahkan dari penyelenggaraan
persekolahan SD GMIT (Wawancara dengan
Yohanes Aplugi pada tangga 27 Juni 2013).

Hal ini berdampak pada hilangnya semuaguru
jemaat—guru yang selain melayani per sekolah-
an GMIT juga melayani di gergja, yang
berlangsung hingga saat ini pada SD GMIT
yang ada, padahal guru-guruinilah yang paling
dominan ada pada SD GMIT di Rote Ndao
(Wawancara dengan Yohanes Aplugi pada
tanggd 27 Juni 2013).

Dominannya, secara mutlak, guru PNS
yang diperbantukan, menyebabkan GMIT -
melalui Yupenkris cabang Rote Ndao-
kehilangan grip terhadap SD GMIT yang
dimilikinya sedangkan GMIT sendiri tidak
mempunyai kemandirian dana dalam menge-
lola SD GMIT yang dimilikinya disebab oleh
minimnyapartisipas masyarakat GMIT dalam
hal pembiayaan pendidikan (Wawancara
dengan Yohanes Aplugi pada tangga 27 Juni
2013).

Ketergantungan SD GMIT di Rote Ndao
terhadap negara dalam operasiona sekolah
(baik dana pembiayaan pendidikan maupun
pemenuhan sumber daya manusia/guru)
menempatkan SD GMIT padastatusyang oleh
Geoffrey (1989:133) daam Brummelen (1993)
diistilahkan sebagal ““quasi-state school™
dimana hak kepemilikan sekolah tersebut
adal ah kepunyaan Yayasan/swastatetapi semua
operasional sekolah termasuk pemenuhan
sumber daya manusia (SDM) bertumpu pada
negara.

Dampak penempatan guru PNS, secara
deskriptif, terhadap eksistens SD GMIT di
RoteNdao

Dengan semakin kokohnya dominasi
negara dalam penempatan guru PNS yang
diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao,
yang didukung dengan subsidi danapendidikan
BOSdan DAK, berdampak padaloyditasPNS
yang diperbantukan pada SD GMIT dimana
lebih cenderung condong mengarah kepada
Negara dibandingkan kepada GMIT — melalui
Yupenkris - sebagai Yayasan pengelolanya.
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Kecondongan ini terlihat dengan tidak
adanyalagi laporan pertanggung jawaban dari
SD-SD GMIT yang ada di Rote Ndao kepada
pihak GMIT — baik kepada Sekretaris Umum
Yupenkrisdi Kupang ataupun kepada Sekretaris
Perwakilan Yupenkris cabang Rote Ndao-.
Semua laporan pertanggung jawaban dikirim
kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (PPO) baik di tingkat Kecamatan
maupun tingkat Kabupaten (Wawancara
dengan Sarah Giri padatangga 27 Juni 2013,
Oktovianus Tanobes padatanggd 29 juni 2013
dan ZakariasManafe padatanggal 4 Juli 2013).

K etiadaan loyalitas PN'S yang diperban-
tukan pada SD GMIT terhadap Yayasan
pengelolaannya serta terputusnya hubungan
antara GMIT —melalui Yupenkris- dengan SD
GMIT yang dimilikinya tidak menyebabkan
eksistenss SD GMIT di Rote Ndao, secara
kuantitas, merosot. Justru, merosotnya SD
GMIT di Rote Ndao, secara kuantitas, lebih
disebabkan oleh kekuatan negara seperti pada
kasus pe”’negeri’an/peng “inpres’an pada era
pemerintahan Orde Baru seperti yang di papar-
kan berikut ini:

“Dulu sekolah-sekolah negeri itu hanya
beberapasgja. Ini sayalihat padayang ada
di Rote Barat Laut sgja. Beberapa sgja.
Tapi suatuwaktu di situ sekitar tahun 1970
an, kalau tidak salah tahun 1972 atau tahun
1973itu yang kemudianterjadi perubahan
status dari GMIT ke Negeri antara lain
yaitu SD GMIT Oeluamenjadi SD Negeri
Odlua, SD GMIT Busalanggamenjadi SD
Inpres Busalangga dan juga SD GMIT
Ndau menjadi SD InpresNdau. Semua SD
dinegerikan pada tahun yang sama. Itu
menimbulkan sedikit keresahan juga dari
pihak Yupenkris waktu itu karena pem-
beritahuan secara resmi kepada pihak
Yupenkristidak ada. Pokoknyapenegerian
atau peng”inpres”an SD GMIT itu
langsung saja. Maksud saya pemberi-
tahuan secararesmi tertulistidak ada, tetapi
kalau ada pertemuan-pertemuan selalu
dikatakan bahwaSD ini sudah dinegerikan
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atau di inpreskan. Sudah bukan GMIT lagi
tapi sudah negeri (Wawancara dengan
Yohanes Aplugi pada tanggal 27 Juni
2013).

Bargaining power Negara pada masa
pemerintahan Orde Baru ini menyebabkan
eksistenss SD GMIT di Rote Ndao, secara
kuantitas, merosot tgjam dari yang awalnya
berjumlah 48 SD GMIT hanyamenyisakan 19
SD GMIT yang tetap bertahan hingga saat ini
(Frank, 1976: 57, 238).

Dominasi peranan dan bargaining power
negara, saat ini, pada SD GMIT yang ada di
Rote Ndao juga menempatkan SD GMIT
sebagal kasta kedua di bawah SD Negeri dan
SD Inpres. Hal ini terlihat dalam hal penilaian
berkas kelayakan kenaikan pangkat bagi guru
PNS yang hendak dievaluasi oleh Kepala
Sekolah seperti yang dikutip berikut ini:

“Kalau usul kenaikan pangkat, guru pada SD

GMIT Oemaulain harus “menginduk” dari

SD Negeri atau SD Inpres. Jadi, bukan

Kepala Sekolah di SD GMIT Oemaulain

yang menilai kinerja gurunya melainkan

KepalaSekolah dari SD Negeri/Inpresyang

harus menilai kinerja gurunya. Itupun kita

yang harus mencarinya” (Wawancara dengan

Oktovianus Tanobes pada tangga 29 Juni

2013).

“Kalau semisalnya bukan Kepala Sekolah

SD Negeri/Inpres yang menilai kelayakan

kenaikan pangkat dari guru PNS yang

diperbantukan padaSD GMIT di RoteNdao
maka berkasnya akan ditahan atau tertunda”

(Wawancaradengan Sarah Giri padatanggal

27 Juni 2013).

Situasi eksistensi SD GMIT di Rote
Ndao dadam hal rekomendas kenaikan pangkat
sebagai kasta kedua, sudah terjadi secara
menyeluruh pada seluruh SD GMIT yang ada
di wilayah kerja GMIT —melalui Yupenkris-
(Focus Group Discussion padatanggal 07 Juni
2013). Wilayah kerja GMIT —-melalui
Yupenkris- meiputi Delapan (8) Kabupaten dan
satu (1) Kotayakni Kota Kupang, Kabupaten
Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Ende, Rote
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Ndao, dan Sabu Raijua (Laporan Majelis
Yupenkris GMIT tahun 2012).

KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil pendlitian di atas,
dapat ditarik kesmpulan sebagal berikut:

1. Negara dan GMIT dalam pengelolaan SD
GMIT berlangsung dalam relasi satu arah
yang didominas oleh Negara sedangkan
GMIT sudah tidak memiliki peran apapun
dalam pengelolaan SD GMIT di Rote Ndao.

2. Status quasi-state school sampai saat ini
masih melekat padaSD GMIT di Rote Ndao
disebabkan karena ketidakmandirian
Yayasan pengelola SD GMIT dan semakin
dominannya peran negara.

3. Dominan tenaga pendidik/guru pada SD
GMIT di Rote Ndao adalah guru PNSyang
diperbantukan sedangkan guru Yayasan
tidak ada sama sekali.

4. Dominannyaguru PNSyang diperbantukan
pada SD GMIT turut memberi dampak ter-
hadap eksistenss SD GMIT di Rote Ndao
dimana GMIT —melalui Yupenkris- sudah
kehilangan grip terhadap SD GMIT yang
dimilikinya disebabkan guru PNS yang
diperbantukan lebih loya kepada negara
daripadakepada GMIT —mdlalui Yupenkris-

5. Peranan negara yang semakin kokoh dalam
persekolahan SD GMIT di RoteNdao menim-
bulkan bargaining power pemerintah yang
berdampak padaeksstens SD GMIT di Rote
Ndao yang dianggap sebaga kasta kedua
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